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PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Nomor 51 Telp. 0751. 31401,31402,34426 Padang
Website : http://sumbarprov.go.id

Padang, 13 Januari 2026
24 Rajab 1447 H

Nomor : 100.2/37/Pem-0tda/2026

Sifat : Biasa

Lampiran :1lembar

Hal : Penyampaian Laporan Tugas
dan Wewenang GWPP 2025.

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro (terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal
7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling sedikit memuat : \/
1. pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan di setiap unit kerja. /
2. permasalahan dan isu strategis pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi Peraturan Menteri dimaksud,
diminta Saudara untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada masing-masing OPD kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk soft copy paling lambat 30
Januari 2026. T ——

R ———————————

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Arry Yuswandi

Tembusan:
Yth. 1. Gubernur Sumatera Barat
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Lampiran Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 100.2/37/Pem-0Otda/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

Hal : Penyampaian Laporan Tugas dan Wewenag GWPP 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

. Inspektur Provinsi Sumatera Barat

. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat

. Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
. Kepala BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

. Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

. Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat

. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumatera Barat

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat

11. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumatera Barat

12. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumatera Barat
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Sekretaris Daerah,

Arry Yuswandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




